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Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013,
LAKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupalen
Temanggung Tahun 2013 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 234 Tahun 2003 tentang penyempurmnaan
pedoman Penyusunan LAKIP

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
Proses kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan
dalam bentuk LAKIP .

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan
penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan
capaian saat ini untuk percepatan peningkatkan kualitas capaian kinerja yang
diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good govemance, yaitu dalam
rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas pemerintahan.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai
bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya guna peningkatan
kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2013

Kepala Dinas PPKAD

Pembina Utama Muda

NIP : 19601009 198903 1 007
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Tujuan utama dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang akan
dicapai pada Tahun 2013 yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah Kabupaten Temanggung mengemban "Misi Keempat" dari RFJMD
“Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas Korupsi, kolusi, dan
Mepotisme (KKN)".

Tujuan pelaksanaan Misi Keempat ini adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Adapun sasaran yang akan dicapai adalah

a. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik;

b. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;

c. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan.

Dinas PPKAD dalam perkembangan Kinerjanya menunjukkan adanya
kenaikan yang signifikan pada tiap tahun baik pada komponen Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan Yang Sah,
Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPPKAD adalah sebagai
berikut :

1. Sistem aplikasi yang digunakan sudah tidak mampu lagi menampung
kebutuhan dan perkembangan terbaru;

2. Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum
menyatu) shg sering menimbulkan permasalahan;

3. Masih adanya kesalahan pada kode rekening yang telah ditetapkan dalam

APBD,

Kegiatan belum dilaksanakan tapi melakukan revisi anggaran;

Masih kurang pemahaman tentang SAP;

Pemasukan PAD terutama Pajak Restoran belum dapat tercapai;

Tidak dapat memprediksi jumlah desa dan kecamatan yang akan lunas PBEE,

Mendata barang yang mangkrak dan rusak,

Melakukan penatusahaan barang milik daerah dengan baik;

Melaporkan dan mengusulkan status penggunaan barang milik derah untuk
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asset baru;
11. Membuat laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang

pengguna tahunan;
12. Terbatasnya staf dalam membatu penatausahaan pengurus barang.



Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan

langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi

pada tahun —tahun mendatang |

1.
2,

Membuat aplikasi yang baru;

Menyatukan sistem administrasi pengelolaan keuangan ke dalam 1 (satu)
aplikasi penyusunan DPA secara On Line antara SKPD dengan SKPD;
Mengadakan desk sebelum melaksanakan kegiatan;

Melakukan perencanaan yang matang;
Perlu meningkatkan pemahaman tentang SAP melalui rapat koordinasi

sehingga media rekonsiliasi antar SKPD terpenuhi;

Melaksanakan  intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tujuan untuk
menyadarkan wajib pajak;

Agar mendekati rasa keadilan bagi obyek pajak akan dilakukan pemutakhiran
data obyek pajak secara bertahap,

Diadakan usulan penghapusan barang milik daerah;

Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efesien,

transparan, dan akuntabel;

10. Sosialisasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual



BAB |
PENDAHULUAMN
A Latar Belakang

Dengan diberiakukannya Undang-undang Nomoe 32 Tahun 2004 tentang
Pemedrish Daerah dan Undang-Undeng Nomor 33 Tehun 2004 tentang penmbangan
Esyangan Pusal dan Dasrah, membedkan  kewenangan kepada daemh
PrownsiKabupaten'Kota untuk mengurus dan memajukan dasahnya sendin. Hal i
gigrahkan uniuk  memparcepat terwujucnya  kesejahieraan masyarakat medals
peningkatsn palayanan, dan pemberdayaan peran seta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelclaan Keuangan, dan Asel
DOserah, berdasarkan peraturen parvndeng-undangan yeng menjadi acuan bagi
palaksanaan tugas pokok dan fungsl masing-masing SKPD diring berdasarkan UU
PP, Perda. gan Kepmen,

Apar barbagal program dan kegiatan  yang akan dilaksanakan dimasa
mendalang dapal bedasil dengan balk, make haus disusun dalam  suafy
perencanaan  yang matarg.  Perencanaan  yang  disusun  tentunys  hesus
mempetmbangkan keadaan yang ada dan mempredkskan keadaan yang akan
gatarg dengen berbagal dukwengen dan hambatan yang akan tembul.

B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabifas Kinerja Instanel Pemerintah  Disas

Pendapatan, Pengelotaan Keuangan, dan Assl Daerah Kabupaten Temanggung
Tabun 213 dilandas| dengan dasar hukum sebapai berkout ;

1. Undang-undang Nomaor 13 Tahun 1850 tantang Pembeniukkan Daerah-dasrah
Kabupalen dalam Lingkungsen Proginsl Jawa Tengah;

£ LUndang-undang Nomar 17 Tahurn 2002 tentang Keuwangan Negara;
3. Urdang-undang Momor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan Negara,

4, Undangundang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemenntaban  Daersh
sebagamana iefah beberapa kall divtah temkhir dengan Undang-undang Momsar
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Mamor 32 Tabun
2004 tarang Permarintahan Daersh;
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FPeratizran Pamarintah MNomor Momor 88 Tahen 2008 tentang Pengelciaan
Keuangan Daarah;

Paraturan Pamarntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelotaan bareng Milk
Negara/Deerah sebagamana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Namor
38 Tehun 2008 tentang Perubahan Alss Parplan Pemerdah Momor & Tahun
2006 temang Pengelolaan Barang Mk MNegaraiDaerah;

Feraturan Pemeriniah Momor B Tahwn 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kineda Instansi Pemarntah;

Feraturen Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangissa
oefmarintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 200E fentang
pengalcéagn Keuangan Dasrah;

Peraturen Deerah Kabupaten Temanggung Noemor 17 Tahun 2008 lentang
Pengeiolsan Barang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temangguryg Nomor 17 Tahun 2008  tenisng
Pengelsan Barang Milik Dasrah,

Peraluran Daerah Kabupalen Temanggung Momor 21 Tahwn 2011 Tentang
Pesubahan Kedua Atas Perafuran Dearsh Kabupsien Termanggung Momor 1%
Tahur2008 tendang Organisasl dan Tata Kerfa Dinas Pendapatan, Pengaiolaan
Kauangan, dan Asat Daarah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanpggurg Momor 268 Tabun 2012 temiang
Pengelolaan Keuangan Dasrafh;

Peraturan Daerah Kabupaten Temangguryg Momor 17 Tahun 2013 fentang
Anggaran Pendapatan dan Befara ODaemh Kabuapten Temanggung Tahun
Anggaran 2014,

Peraturan Memen Dalam negeri Momor 589 Tabun 2007 fentang Perubahan
Peraturan Mentari Dalam MNeger Momear 13 Tahun 2006 tentang Pedeman
Pengalotaan Keuangan Duerah;

Peratran Bupali Momor 60 Tabun 2013 temlang Pedoman Pangalodaan
Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupatsn Temanggung;

Peraturan Bupab Kabupaten Temanggung Momor 61 Tahun 2013 tentang
Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anpgaran 2014,
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Maksud dan Tujuan
Adspun maksud dan tuuan den penyusunan Laporan Akurabilites

rada Instans] Pemeintah (LAKIF) Tahun 2013 adalas :

L
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£
1

=1

s

Cracat diketahuinga keqgistan vang telah dilaksanakan
Dapat dikelahuinya perkembangan kegiatan yang befah dilaksanakan beriut hasd
pargolanan dan evaluasi

Setagal acuan untuk perencanaan kegistan di tahun mandatang,

Teribnya administrasi kegiaten;

Sebhagai bukli pelaparan program dan hasil kegistan kepada Public,

Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Perda Kabupaien Temanggung Momor 21 Tehun 2011

Tertang Perubaban Kedua Atas Peraturan Daarah Kabupaten Temanggung Momor 15

- Tahun 2008  tentang Organisasl dan Tata keda Dinas Pendapatan, Pengelolaan
#euangan, den Aset Daerah dan Persturan Bupall Temanggung Momor 70 Tabun
2011 Tepdang penjabaran Tupoks! Denas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
dAsed Daerah tugas OPPKAD adalosh melaksanakan sebagian urgsan pemeintahan
azargh talem bidang Pendapatan. Pengalolaan Keuvangan dan Asel Daerah

-y

Adapun Fungal DPPFRAD adalah sebagai berdoud
Parumusan kebjakan tekns di bdang pengelsaan Pendapatan, Keuangan, dan
Aszat Daevah,
Penyelenggaraan uresan  pemefntaban dan  pelayanan umum g J]-ld.ﬂ-ng
Pengelolaan Pendapatan, Pengelcfasn Kevangan. dan Aset Dasrsh |
Pembinaan  dan  pelaksanaan fugas df bidang Pengelclasn Pendapatan,
Pangaloiaan Keuangan, dan Asat Dearah |
Paryusunan kebfakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
Pengordnasiaan penpelolaan pendapatan, imvastas: daerah, dan ass daerah,
Penyelenggaraan pemunguian pandagatan daerah yang telah di tetapkan dangan
Peratwan Dasrah:
Peryusunan rancangan  Angoaran Balanja dan Pendapatan Daerah, dan
parubshan anggaran bedanjs dan pendapatan dserah;



% Penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Dearah dan Perubahan Anggaran
Selanja dan Pendapatan Daerah;
L Peanyslonggaraan pengeiolaan pirgaman dan cblogasl deerah,
| Fenyelanggaraan penpaiolaan imvensias dan pamberdayaan asel,
a Fefsksanaan, penalausahasn, akuntasi dan perfanggungjawaban  Anggaran
Belanja dan Pendapatan Daemh;
I Penyusunan laporan keuangan  vang mesupakan | pedanggungiaweban
pelakeanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
= Perpeienggarsan flungsi bendahara umum daenah;
= Penyeienggaraan pembnaan, pengendalizn  dan  evaluasi  Pendapatan
 Pengeiclaan Keuangan, dan Aset Daerah, kerugian dasrah sera penoelolaan
Meuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
= Felayanan penunjang penyelanggaraan pemenntah dasrsh di bdang  keuangan
dan aset daerah;
g Panyelenggarsan kesakretanatan OPPRAD,
2 Pelaksanaan bgas-tudas fain yang diberkan oleh Bupaki sesusl dengan lugas
pakok dan fungsinya

£ Susunen Kepaegawaian dan Sarpras
2. Susunan kepegawaian -

« Kepala,
= Sekrelamat
= Badang Perencanasan, Pendataan, dan Pelayanan;
« Bidang Pengelolan data dan Penstapan Pendapatan;
« Bigang Pengandalian, Penagihan, dan Kabaratan;
= Bidan] Belanja
« Bidang Aset;
« Budang Verdikasi dan Akurissl;

Kalompok jabatan fungsional

w



Sarana dan Prasarana :

Gedung kantor,

Meja kursi kerja;

Komputer;

AC;

Kendaraan dinas jabatan/operasional;
Telpon/Faximile/PABX

Filling kabinet,

Genset,

™,

Laptop;
Alat'perabot/pekakas lainnya;
Mesin Cetak PBB;

LCD & layar monitor

Rak Buku/File;

Brangkas,

Mesin Porporasi;

Mesin Validasi Karcis;
Printonik SPPT PBB.

CCTV

Sound system.



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Stratejik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada
sasd yang ingin dicapal selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperniungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul. Rencana
sretegik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2008
&2 2013, merupakan bagian integral dar kebiakan dan program Pemerintah
®abupaten Temanggung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
===am pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama
srun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2008 sid 2013

Untuk mewujudkan Rencana Stratejik tentu perlu ditunjang dengan Visi
=an Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi DPPKAD
®=bupaten Temanggung sama dengan Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung
yaitu :

a \Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada
masa yang akan datang. Visi DPPKAD adalah "BERSATU UNTUK MAJU DAN
SEJAHTERA™ mengacu pada Visi Kabupaten Temanggung.

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu :

T Untuk memajukan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya
tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun
masyarakat untuk "BERSATU". Hal ini mengandung makna menyatukan
semua potensi sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi
eksekutif, legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar mampu mengelola
sumber daya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang
mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga
*KEMAJUAN" bisa tercapai.
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Masyarakat yang “MAJU" mengandung makna  terwojudnga kondis
masvarakat vang berkembang dan berorientasi pada ugaya memagkan
daesah dengan diandas  skap deplin, bekerja keras, dan  pema
membacaimeningkatkan  kapasitas dan kapabiltas din Kondisi ine akan
mengantar pada lersujudiys masyarakal yang "SEJAHTERA®

“SEJAHTERA" mengandung arli tercukupinga kebuluhan  pokok  materal
dan spinfual bagl measyarakat, yang di tandai dengan maningkatrya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkativgs kehidugan perakonomian
masyarakat pelaksanasn pendidikan yang berkeadilan  dan  derajat
kesehatan yang berkuadtas, sefa ddukung oleh kepasion hukom dan

penegakan hak azas:s manusia,

Migi

Pemarintah Kebupaten Temanggung. sdaleh sebagsl barikud

Meningkatkan kualias iman dan tagwa melald pembinsan  dan
pengembangan kehidupan bersgama. kerukunan umat beragama, dan
fasilitas kehidupan beragema.

Meningkatkan fasiilas penddikan, kelerampilan, dan penguasaan dmu
pengatahuan dan teknologl dalam rangka pengembanpan kualies sumbear
daya manusia,

Meningkatikan kuslitas dan ketefangkuan pelayenan kesehatan secara
marala

Maningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi,
dan nepatisma (KN}

Pemberdayasn masyarakal dan selruh palensi ekonomi kesakyatan,
bartumpy pada polensd sumberdaya alam dan potensl unggulan dassah
mienuu pemeratasn pafumbuhan akonomi dasrah.

Feningkatican kualilas dan pelestanan Fpkimpan hidup,



Tujusan

Sadangkan misi DPPKAD Kabupaten Temanggung masuk ke dalam
MIS| KEEMPAT, 'Mnruhg:i::tl-:nn hualaas J:I-Elﬂ.'rﬂr'lﬂ:l‘l. nﬁmrahal W] belas

korupsl, kolusl, dan Mepobsma (KKN)" dengan fujuan

1. Memngkaetkan kuaitas pelayanan publk.

2 Mowujudian fala keloka kepedintahan yang bek (Good Gowarnance)

Gura lercapainya tijuan yang felah dilslagkan fersebul maka dipedukan

sirateqik sabagal berkut

1. Peningkalan kusitas gan profasionalisme aparatur,

2. Paningkatan kualitas sarana dan prasafana pelayanan publik.

3. Perarspan prnsip-prinsip fata kelola kepemenintahan yang bask guna

maminimakse prakbak KEKN,

Sasaran

Adapun sasaren yang hendak dicapal atau dihaslikan dalam kurun
wakiy & (ma) tahun adalah sebagai berid |

1. Meningkaimya kemampuan dan profesicnalisme aparatur pemarintahan,

2 Meningkainya terib administrasi penyelenggaraan pemerintahan:

3. Tersujudnya tata kelcia kepemarntahan yang baik

Eetijakan dan Program |Inslansi

Febijskan mealiputi;

1, Bidang peningkatan kualtes dan profesionalisme sparstur;

Z Bidang peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pubidik;

3. Pengawasan dan penarsgan prinsig-ponsip tata kslola kepemenntahan
yarg baik guna meminimalbsl praktel-prakie® korupsi, kolusi, dan
nepodisme (KEM].

Program Instansi; meliputs

1 Perencarsan permbangunan daarah;

Palayanan Adminsias perkantoran;

Peningkatan sarana dan prasaana aparslurn

Peningkatan dan pengembangan pengelolsan keuangan dasrah

Pembinaan dan fasiitas pergeloizan keuangan kabupatern'dota

Perbinaan gan pengembangan aparatur;

Pengelotaan Barang rmillk deerah.

=l th gh k& &S R
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Rencana Kinerja Tahun 3013

Dalam rencana kinerja DFPKAD Kabupaten Temangaung Tahun 2013,

sapETan yang ingn dicapal, yafu

1

1.

12.

Optimatsasi tfarget pendapatan, dp indikator cagaian B5-B5%;

Tarlgksananya standar akuntansi pemerntaban (SAF) dalam penpelolaan
kausngan desrah, dengan indikaior capaian 83 SKPD;

Tedaksananya pengandalian pelaksansan APB0, dengan tergel knena 4
kali:

Terau|udnya penyusunan anggaran berbasis  knerga. dengan mokator
capaian 100%

Tedaksananya keardinasi antar SKPD pengeloia pendapatan dasrah (SKPD),
dangan capaian 12

Pemutakhiran dats Pendapatan Asll Deerah, (WPDn) dangan indiketor
capaan 705

Tewupudmya sdmintstrasl kousngan ¥y benar  (SKPD), dengan Indiksior
capaian 71 SKFD

Tersedianya produk hukum daerah lentang APBD (Perda & Perbup),
gengan indicator capaian 3 Perda dan 3 Parbup

Optimafisasi pencatatan dan penataan asel daerah, dengan indikpior

capaan 140 saties;

Tarsedianya dokumen asel yang akuntabel, dengan indikator cagaian 71
SKPLY;

Tersedianya nilal dan catstan aset yang akurat, dengan indikator capaian 71
SKPD;

Tesbinamys sparstpegabat pengedols pangguna dan pengunis barang milk
daerah, denpan indikator capatan 71 SkKPD;

Terwuudnya efesiens: pemeliharaan asat SKPD, dengan  indikator capaian
71 6KPD



Perjanjian Kineria

Sasaran  strategis  yailu meningkatnya | tertih adminisbrasi

penyelenggaraan pemarintahan, dengan indkatar kineqa sebagai berikul

jua

I I U

10
11

12,

T4

Cptmalisasi argal pendapatan
Teraksananya standar akunfansi pemerintahan (SAF) dafam pengetolaan
keuangan daaran,;

Tedaksananys pengendaian pelaksanaan APED;

Tenwujudrya penyUsLnan snggarsn bemasis kinea,

Terdaksananya koordinasi antar SKPD pengelela pendagatan daerah;
Pemutakhiran dals pendspatan ash desrah (WPibin);

Tarvjudnya adminigiras: keuangan yang benas (SKPD),;

Tarsediznya produk hukum dasrah Hig APBED (Perda dan Pesbug),
Oiptirmalisasi pencatatan dan panatsan ssel daerah;

Tersedianya nilai dan catatan aset yang akuntabet,

Tersedianya nilai dan catalan yang akural,

Tertbinarya sparat/pemabat pengelola pengguena dan pengurus barang midik
daarah;

Tenwisudnya efisiensl pemeliharaan aset SKPD,

Adsgun program dan kegisian yang ddaksanakan urluk mencapai sasaran
wang diingirkan lersebut mealiput

. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yvang didukung dengan

kegiatan sebagai bedikul :
- Kegatan Penyusunan KLLA dan PPAS, RpS6.ECO,000

. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang didukung dengan

keglatan sebagal berkud

- Penyediaan Peryediasn jasa surat menyurat, RpS.000.000

- Penyedaan psa komunikasi, sumber daya air dan Ssink, Rp 102 900000
- Penyediasn jasa kebesihan kanfor, Rpad 000,000

- Penyedisan alat tulis Kantar, Rp23.800.000

- Barang celakan dan penggandaan, Bp30o00.000

- Pemyedlzan komgoren insisfasi  Esinkpenerangan  bangunan  kantor,
Rp4.000.000
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Beryediman makanan dan minuman, Rp2d 581.000
Hapat-apat koordinas: dan konsultasi luar dasrah, RpES GO0.000
Rapat-rapat koordinas! dan konsulias| dalam dearsh, RpS.000.000

- Jass pelayanan perkantoran, RpS0 000.000
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan parlengkagan pedung kardoe, Rp15%.671.000

Pemalibaraan rutinfberkala gedung kanior, Rp23.500.000

- Pemaliharsan rulinberkala kendarasn dirasicperashonal. Rpt 10,000 00
- Psmeliharaan rutin/berkala perkngkapan Rp 6.900.000

- Pemelharaan peralatan gedung kanlor, Rp30,000.000

- Pengadaan sarana & prasarana pajak dagrah dan PEB, Rp251.483. 165

Pamaliharaan rutinferkala kendarsan dinasfoperasional mantn  pajak,
Rp20.000.0600

. Program peningkatan disiplin aparatur
- Pengadaan pakamn kema Rpangan Rp.3.200.000
5. Program Peningkstan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan sistern informasi kewangan daerah, Rp100.000,000

- Pangelolaan sdministrasi gaji, Re200.000.000

- Menitoring dan evaluasi pendapatan asli deersh, Rp25 000,000

- Stock cpneme bendaberang berharga (retdbusi daarah), Rp10.000.000

- Percepatan  pamasukan PBE  dan  Intensifikasl  pajak  daerah,

FpdLB8 585 000
Varifikasi dan pangesahan DPA, Rp40.000.000
Pergelziaan keuangan dasrah, Rp2 285 000,000

« Pefyusuran buky potensi pagak desmsh Rp 108.789.600
- Penyusuran perda dan perbup lentang APBD Ksbupaten Temanggung,

Rp700.&84.500.000

- Pemfusunan pelaparan keuangan akhir tshun Rp.B1.476.000

Verfkasi RKA, Rp$4.825.000
Pemutakhiran  data pltang PBB-P2  Kabupsten Temanggung
Rp48.773.500.
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&, Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- Peningkatan pengelclasn keuangan daerah, Rp224 B0 500
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Panyediaan jaminan sosial lenaga kerja non PHNS (FTT & lenaga kontrak),
Rp128.385.000
B. Program Pengelolaan aset daerah
- Pengelolasn basang milk daerah, Rp300, D40, 000
« Analisis kebutuhan dan inventarisasi barang milik desrah Rp 22 500000

- Pemaniaatan dan panghapusan barang milik dasrah, Rp150.000.000



BAB N
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Ajurtabilitas kinefa adalah kewajiban unluk mampertanggungjawabkan dan
badsn hukum atau pimpinan koleklf secara lransparan mengenal
siau kegagalan dalam melaksanakan mish prgansas kepads pikak-
s yang barwenang manesima pesaporan akurisbilias

Pengukuran Kinera digunakan sebagai dasar uniuk penalitian keberbasilan
kagagalen pelaksanaan kegiatan sesusl dengan Wuan dan sasasan yang akan
i, yarg telah dfetapkan dalam Wisi dan Misi DPPKAD, Pangukuran dimaksud
n suaty hesll dari susty pandaian yang ssiomatis dan didasarkan pada

widiator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasll, manfaal dan

Penilgian dimakeud tidak terdepas dar keglatan mengolah masukan uniik
menjad| kefuaran penting dan berpangaruh lerhadap pencapalan bujusan dan

Pada pembahasan akuntabilias kineda Tahun 2013, ada 3 {figa) aspek yang
ibahas, yaiu *

Capalan indikator Kinefa

Evalugsi dan Analisis Akunlabilias

Akuntabiitas Keuangan

Capaian Indikator Kinerna

a Optimalisas: pendapaian
2008 100,25%
2010 - 100, 75%
2011 ;10087 %
2012 10,63%
2013 2 100%

b Tordaksananya standar akuntangl pamernlahan (SAP) dim pengelolsan
kauangan dasrsh;

2008 . B3 SKPD
2010 B3 SKPD
2041 - @1 SKPD (Adanya SKPD yang digabung)
2012 ‘81 SRPD

2013 81 SKPD
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: Terlaksananys pengendalian pelaksansan APED,

2008 A%
2010 4K
2011 4%
2012 4x
20113 B ¥ 8

- Tervujudnva penyusunan anggaran berbasis knenga;

200 : 100%
2010 = 1005
2011 100%
il 100
2013 1005

Teraksanarya koordinasi antar SKPD pengelola pandapatan dasrah
20049 -

200 -

2011 - 15 (adanya penggabungan SKPO)

2012 v 12

2013 120 (2013 nalk karena PEB sudah ditangani DPPRAD

sehingga  SKPD berambah jumiahnya)

Permutakhitan data pendapatan ash dasrah (WPhin);

2008 T

2010 I

2011 ;840

2012 : 1.448 (Bertambabinya WP terulama pajak reklame)
2093 : 1450

Tersujudnya adminisirasi keuangan yang benar {SKFD)

2005 o |
200 i
2011 81 (71 SKPD + 10 Satkar)
2012 it

2013 b



i Tersadmnya produk hukum daesah ig APBD (PerdabPerbug)

2008 . 3 Perda & 3 Pertup
2010 . 3 Perda & 3 Perbup
2011 3 Parda & 3 Parbup
2012 . 3 Pearda & 3 Perbup
2013 -3 Perda & 3 Perbup

I Optimalisesl pencatatan & penalaan asel dearah;

20049 o=

2010 140 Satker
2011 140 Satker
2012 - 140 Sather
2013 140 Salker

. Temadianys nilal dan catatan aset yang akuntabed

2005 P -

2010 :

2011 71 5RPD
2012 : 71 SKPD
2013 T 71 SKPD

K, Tersedianya nilal dan catatan yang akurat.

2009 .

2010 0 GKPD
2011  Th SKPD
2012 : 71 6¥FD
2013 : 71 GKFD

Teshinarva aparatipejabal pengelols pengguns & pengurus barang milk
dasrah;

2003 e

201d T

2011 : 71 SKFD
2012 - 71 5KFPD
2013 ST SKPD
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